







1.1 Latar Belakang Masalah 
Dibentuknya suatu Pemerintahan pada hakikatnya bertujuan memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap 
individu untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk tujuan 
bersama. Pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat. Oleh karena 
itu pemerintah harus memerhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi 
rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan.
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Pemerintah memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan 
pengaturan warga negara. Untuk mengimplementasikan fungsi tersebut 
pemerintah melakukan aktivitas pelayanan, pengaturan, pembinaan, koordinasi, 
dan pembangunan dalam berbagai bidang. Layanan itu disediakan diberbagai 
lembaga atau institusi pemerintah dengan aparat sebagai pemberi layanan secara 
langsung kepada masyarakat.  
Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan, yaitu ketika ada 
masyarakat disana ada pemerintah yang diperlukan masyarakat. Hubungan ini 
lebih didasarkan pada interaksi antara yang menyediakan atau memberikan 
produk dengan yang membutuhkan atau yang menerima produk. Pemerintah 
adalah semua badan yang memproduksi, mendistribusi, atau menjual alat
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pemenuh kebutuhan rakyat, sedangkan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan, 
menerima dan menggunakan produk dari pemerintah.
2
 
Peran pemerintah dalam usaha memajukan pendidikan bagi para penyandang disabilitas 
yaitu dinas-dinas atau balai-balai yang menaungi sebuah tempat untuk para penyandang 
disabilitas khususnya pada Dinas Sosial BRSPD (Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabitilas) untuk mengoptimalkan pendidikan atau pelatihan bagi para penyandang disabilitas. 
Dewasa ini penyandang disabilitas menjadi sorotan publik karena di Jawa Barat sendiri 
khususnya di Bandung telah banyak dibangun sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, 
tentu selain itu pemerintah harus mencari solusi agar sekolah-sekolah khusus (SLB) lebih 
ditingkatkankan mutunya agar para penyandang disabilitas tidak ketinggalan pendidikan. 
Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing social-
institusion. Akan tetapi, hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia yang 
dengan tepat dapat menggambarkan isi social-institusion menunjuk pada adanya unsur-unsur 
yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya dalam buku Koentjaraningrat seperti dalam 
Adon menjelaskan bahwa pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang 
berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus 
dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada sistem tata kelakuan atau 
norma-norma untuk memenuhi kebutuhan.
3
 
Istilah lain yang diusulkan adalah bangunan sosial yang mungkin merupakan terjemahan 
dari istilah Soziale-Gabilde (Bahasa jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan 
susunan social institusion tersebut. Tepat atau tidaknya istilah-istilah tersebut di atas tidak akan 
dipersoalkan di sini. Di sini akan digunakan istilah lembaga kemasyarakatan karena pengertian 
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lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung pengertian yang 
abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga 
tersebut. Namun, di samping itu, kadang-kadang juga dipakai istilah lembaga sosial.
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Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat khususnya di BRSPD (Balai Rehabilitasi Sosial 
Penyandang Disabilitas) terdapat sebuah wadah bagi para penyandang disabilitas untuk belajar 
berbagai hal antara lain terdapat kelas-kelas keterampilan inti seperti: Kelas Handy Craft & 
sulam bordir, Kelas Tata Rias, Kelas perkasiran dan Housekeeping, Kelas Montir motor, Kelas 
Elektronika, Kelas menjahit dan kelas pertukangan kayu. Kemudian terdapat juga kelas 
keterampilan ekstrakulikuler pilihan antara lain: Sablon, Massage, Pengolahan Batu Mulya, olah 
Pangan, pertanian/holtikultura (tanaman hias). 
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi: Setiap warga negara 
berhak mendapatkan pengajaran. Dapat dipahami dalam hal ini bahwa setiap warga masyarakat 
memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan tersebut 
ialah tiada lain seperti yang tercantum dalam UUD 1945 yakni untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, dalam ranah pendidikan semua 
warga masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dengan tidak membedakan antara yang kaya 
dan yang miskin. 
Hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab, 
pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan 
dari orang tuanya dan manakala anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga mereka juga akan 
mendidik anak-anaknya. Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa 
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dididik oleh guru dan dosen. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Tidak ada makhluk 
lain yang membutuhkan pendidikan.
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Terdapat jenis-jenis penyandang disabilitas yang ada di BRSPD yakni: Rungu Wicara, 
Disabilitas Tubuh dan Grahita yang usianya dari 15 s/d 30 tahun untuk Rungu Wicara dan 
disabilitas tubuh 15 s/d 35 tahun (belum menikah). Untuk para disabilitas disini mereka berasal 
dari daerah berbeda di Jawa Barat dari mulai Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten 
Purwakarta dengan jumlah 100 orang, dan mengenyam pendidikan bermacam-macam dari 
tamatan/masih sekolah di SD, SD LB, SLTP, SLTP LB, SLTA, SLTA LB dengan kebanyakan 
mereka sampai SLTA LB jika dibandingkan dengan yang lain. Pengalaman belajar di BRSPD 
selama delapan bulan akan sangat berguna untuk mereka sebagai pengalaman/bekal untuk 
bekerja kedepannya. 
Pada kenyataannya tidak semua manusia memiliki fisik yang sempurna ketika mereka 
dilahirkan. Keadaan ini dapat terjadi kepada siapa saja tergantung pada kodrat dan takdir yang 
telah diberikan oleh sang pencipta-Nya. Salah satu keadaan ini yaitu Disability yang artinya 
adalah kelumpuhan, yaitu hilangnya atau terhalangnnya suatu fungsi. Ini biasanya disebabkan 
oleh suatu gangguan terhadap struktur yang bersangkutan.
6
 
Disability juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan atau cacat yaitu suatu organ 
tubuh yang cacat berat, tidak ada (tidak berfungsi), rusak, terganggu, atau sangat kurang, juga 
berkaitan dengan gangguan fungsional.
7
 Disabilitas (disability) merupakan istilah atau payung 
generik bagi individu yang memiliki keterbasan, gangguan dalam beraktivitas tertentu. 
Keterbatasan tersebut baik pada fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau 
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beberapa kombinasi keterbatasan tersebut. Secara umum keterbatasan tersebut dapat digolongkan 
menjadi: keterbatasan dalam melihat (tunanetra), keterbatasan dalam mendengar (tunarungu), 
keterbatasan tubuh (tunadaksa), dan keterbatasan dalam daya tangkap (tunagrahita), serta 
penderita keterbatasan lebih dari satu (tunaganda). 
Sebagaimana yang diketahui bahwa sudah tidak asing lagi, baik di majalah-majalah, 
koran-koran, TV, juga pada media sosial seperti internet, twitter dan media massa lainnya, 
banyak sekali menyoroti mengenai kehidupan anak-anak yang memiliki kekurangan. Terlebih 
lagi dengan dijadikannya tahun 1981 sebagai “Tahun Internasional Para Cacat”.8 
Lapangan Kerja adalah bidang kegiatan dari pekerja/usaha/perusahaan/ kantor dimana 
seseorang bekerja. Lapangan kerja bisa diartikan sebagai ketersediaan kerja atau pekerjaan yang 
bisa diisi oleh tenaga kerja. Sementara menurut sensus penduduk tahun 2000, yang dimaksud 
dengan lapangan pekerjaan adalah suatu bidang mengenai kegiatan usaha ataupun perusahaan 
ataupun instansi yang bisa ditempati sesorang bekerja atau pernah ditempati bekerja. Adanya 
lapangan kerja ini akan membuka kesempatan kerja atau demand for labour bagi para pencari 
kerja. Ketersediaan lapangan kerja ini berkaitan dengan kemampuan dari pemerintah dalam 
menciptakan iklim investasi. Meningkatnya investasi berdampak pada meningkatnya kegiatan 
produksi yang pada akhirnya turut meningkatkan ketersediaan lapangan kerja
9
. 
Pekerja/usaha/perusahaan/kantor banyak yang tidak mengambil/memasukan para penyandang 
disabilitas untuk bekerja ditempatnya, ini menjadi permasalahan bahwa para penyandang 
disabilitas yang sekolah kemudian masuk ke tempat-tempat rehabilitasi seperti BRSPD yang 
terdapat macam-macam penyandang disabilitas akan menjadi sia-sia. Disini peran pemerintah 
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terhadap peningkatan penerimaan dan penyaluran para penyandang disabilitas harus ditingkatkan 
agar para penyandang disabilitas tidak terbengkalai. 
Umumnya masyarakat normal memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang baik. Hal 
ini disebabkan manusia itu memiliki intelegensia yang baik dan tidak memiliki hambatan 
perkembangan misalnya dari aspek Bahasa, sosial, emosi, kepribadian, dan fisik. Oleh karena itu, 
manusia akan mudah melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungannya dalam melakukan 
kegiatan bersama dan melakukan hubungan sosial. Berbeda halnya dengan anak penyandang 
disabilitas, dengan segala kekurangan yang dimiliki akan merasa sensitif terhadap perlakuan 
lingkungan sekitarnya misalnya “dicemooh” 
Kurangnya pengertian masyarakat terhadap penyandang disabilitas membuat para 
penyandang disabilitas cenderung di acuhkan atau dianggap aneh oleh masyarakat. Sehingga 
memunculkan dampak negatif bagi penyandang disabilitas yaitu permasalahan mental 
psikologis, kondisi kecacatan akan mempengaruhi aspek kejiwaan mereka sehingga tidak 
percaya diri dalam berbaur dengan masyarakat.  
Berkaitan dengan penyandang disabilitas dan peran pemerintah ini, kini banyak lembaga-
lembaga yang menampung penyandang disabilitas. Di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terdapat 
lembaga yang mewadahi penyandang disabilitas yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang 
Disabilitas (BRSPD) yang bertempat di lingkungan Dinas Sosial Cibabat-Cimahi.  
Melihat latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang 
peran pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat BRSPD dalam meningkatkan 
pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sehingga penulis mengambil judul “PERAN 
PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN RELEVANSI PENDIDIKAN 





(Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 
Cibabat-Cimahi). 
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Adapun masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Usaha pemerintah dalam mengoptimalkan pendidikan bagi penyandang disabilitas. 
2. Lemahnya tingkat pendidikan bagi penyandang disabilitas. 
3. Dalam lingkungan kerja, kemampuan penyandang disabilitas sangat diragukan. 
4. Masyarakat selalu acuh tak acuh terhadap Penyandang disabilitas dalam proses interaksi 
dan komunikasi dimasyarakat. 
 
1.3 Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang disusun adalah   sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana mekanisme Dinas Sosial dalam meningkatkan keahlian penyandang 
disabilitas di BRSPD? 
2. Bagaimana kegiatan pendidikan penyandang disabilitas di BRSPD? 







1.4 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui mekanisme Dinas Sosial dalam meningkatkan keahlian penyandang 
disabilitas di BRSPD. 
2. Untuk mengetahui kegiatan pendidikan penyandang disabilitas di BRSPD.  
3. Untuk mengetahui cara BRSPD menyalurkan penyandang disabilitas untuk bekerja. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
Dengan disusunnya rumusan masalah di atas, maka kegunaan penelitian diharapkan 
mempunyai dua kegunaan yang berbeda, yaitu sebagai berikut: 
1.5.1. Kegunaan Akademis (Teoritis) 
1. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam 
bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan kajian pendidikan sebagai bagian dari 
teori sosial. Terutama wawasan, informasi serta pengetahuan tentang pendidikan bagi 
penyandang disabilitas. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi 
perkembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam konteks peran pemerintah yang akan 
muncul dari pandangan yang berbeda-beda terhadap penyandang disabilitas di 
BRSPD. 
2. Sebagai sumbangan bagi pemikiran serta perbandingan bagi peneliti yang akan 
melakukan penelitian lebih lanjut. 
1.5.2. Kegunaan Praktis:  
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran lembaga sosial 





meningkatkan kesadaran pemerintah bahwa mereka memiliki semangat yang tinggi untuk 
belajar dan khususnya para mahasiswa/i untuk lebih peka terhadap keadaan sekitarnya.  
2. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat Indonesia serta pihak-pihak 
terkait untuk memandang penyandang disabilitas ini secara bijaksana untuk hidup 
berdampingan didalam masyarakat. 
 
1.6 Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran merupakan sebuah bagian atau alur kerja dalam memecahkan 
permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian 
tujuan. Dalam alur pikir atau alur kerja tersebut, hendaknya terlihat kedudukan dan fungsi 
landasan teori. 
Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran pemerintah memberikan penyelesaian 
terhadap kurangnya pendidikan penyandang disabilitas dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.  
Penulis mengambil grand theory dari Talcot Parson yakni teori struktural fungsional 
yang didalamnya terdapat skema AGIL. Peneliti berpendapat bahwa teori ini sesuai dengan judul 
dan masalah yang ada. 
Parson telah merumuskan empat prasarat fungsional yang harus dicukupi oleh setiap 
kelompok atau organisasi. Karena tiap-tiap sistem sosial menghadapi empat masalah yang harus 
ditanggulangi agar tidak lenyap.
10
 
Parson mengatakan ada empat fungsi penting yang dibutuhkan sistem yaitu: 
1. Adaptation (adaptasi). Sebuah sitem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. 
Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu 
dengan kebutuhan. 
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2. Goal Attainment (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai 
tujuan utamanya. Veeger (1985) menyebutkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam 
pencapaian tujuan ini. Pertama harus ada suatu tujuan. Sebagai contoh dahulu ada 
perkumpulan-perkumpulan yang didirikan untuk menebus dan membebaskan budak, 
tetapi setelah perbudakan sudah tidak ada maka kumpulan itupun bubar, karena sudah 
tidak ada lagi tujuan dari kumpulan-kumpulan tersebut. Kedua harus ada anggota atau 
tenaga yang dapat mencapai tujuan itu. Suatu sistem harus ada regenerasi, harus ada 
mekanisme-mekanisme kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan penempatan 
kerja. Ketiga harus ada kewaspadaan, kepekaan dan keterbukaan dan kebijaksanaan yang 
bersangkutan dengan kebutuhan sistem disatu pihak dan perubahan zaman dan kondisi-
kondisi lingkungan di lain pihak. 
3. Integration (integrasi). Suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang 
menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi 
penting lainnya (adaptation, goal attainment dan latency). Dalam prakteknya integrasi 
akan diusahakan melalui undang-undang, instruksi, kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga 
yang berwenang dibidang perumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta 
pengamanan. 
4. Latency (pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan 




















SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN 
PEMERINTAH PENDIDIKAN 
DISABILITAS 
 
LAPANGAN PEKERJAAN 
AGIL 
(Adaptation, 
Goal 
Attainment, 
Integration, 
Latency) 
  
